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Abstract 

Museum digitalization represents an essential component of public service transformation, aimed at improving 

information accessibility and service quality. This study examines the implementation of museum digitalization 

policies at the South Sumatra State Museum and identifies the factors influencing their effectiveness. A descriptive 

qualitative approach was employed, with data collected through field observations and document analysis. The 

study adopted George C. Edward III's policy implementation framework, encompassing four key dimensions: 

communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that 

digitalization initiatives have been introduced through digital platforms for information dissemination, promotion, 

and supplementary services, although their implementation remains suboptimal. Inconsistent policy 

communication has resulted in uneven understanding among museum staff and visitors. Limited technological 

competencies and inadequate financial resources further constrain implementation. Despite generally positive 

attitudes among staff, varying levels of technical readiness undermine implementation consistency. Moreover, 

unclear responsibilities and fragmented bureaucratic coordination hinder policy effectiveness. These findings 

highlight that successful museum digitalization depends not only on technological adoption but also on 

organizational readiness, institutional capacity, and effective governance. Strengthening staff competencies, 

ensuring adequate financial support, improving interdepartmental coordination, and establishing sustained policy 

communication are therefore essential achieving more effective, inclusive, and responsive museum public services. 

Keywords: Museum Digitalization; Policy Implementation; Public Administration,  Public Service 

Quality 

Abstrak                 
Digitalisasi museum merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas 

informasi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan 

digitalisasi di Museum Negeri Sumatera Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas 

pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 

observasi lapangan dan analisis dokumen. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward 

III yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah diterapkan melalui pemanfaatan media digital untuk 

penyebaran informasi, promosi, dan layanan pendukung, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Komunikasi 

kebijakan belum berlangsung secara konsisten sehingga pemahaman pegawai dan pengunjung belum merata. 

Keterbatasan kompetensi teknologi informasi dan dukungan anggaran menjadi hambatan utama. Meskipun 

pegawai menunjukkan sikap positif, kesiapan teknis yang berbeda memengaruhi konsistensi pelaksanaan. Selain 

itu, pembagian tanggung jawab dan koordinasi birokrasi yang belum terintegrasi turut menghambat efektivitas 

kebijakan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi museum tidak hanya bergantung pada 

teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, peningkatan 

kompetensi pegawai, penguatan anggaran, komunikasi berkelanjutan, dan perbaikan koordinasi diperlukan untuk 

mewujudkan pelayanan museum yang lebih efektif, adaptif, inklusif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat 

secara berkelanjutan.            

Kata Kunci: Digitalisasi Museum; Implementasi Kebijakan; Administrasi Publik; Kualitas Pelayanan 

Publik 
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1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi digital telah 

mendorong perubahan mendasar dalam cara 

lembaga publik menyelenggarakan layanan 

kepada masyarakat. Digitalisasi bukan lagi 

sekadar alat bantu, melainkan telah menjadi 

bagian dari strategi reformasi pelayanan 

publik di berbagai sektor. Dalam konteks 

kebudayaan, museum sebagai institusi 

layanan publik dituntut untuk beradaptasi 

dengan perubahan perilaku masyarakat yang 

semakin bergantung pada teknologi digital 

dalam mengakses informasi, pendidikan, dan 

hiburan (Giannini & Bowen, 2022) (Ravšelj et 

al., 2022). 

Digitalisasi pelayanan publik di Indonesia 

diarahkan melalui kebijakan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

yang diatur dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018. 

Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel melalui 

pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi. SPBE menjadi landasan penting 

bagi pengembangan layanan publik berbasis 

digital, termasuk pada sektor kebudayaan dan 

pengelolaan museum sebagai bagian dari 

pelayanan publik (Didin et al., 2024; Artisa et 

al., 2026; Alfayn, 2022). 

Pengelolaan museum di Indonesia diatur 

melalui Peraturan Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 

Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksanaan 

dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2015 tentang Museum. Regulasi ini 

menegaskan fungsi museum sebagai lembaga 

pelayanan publik di bidang kebudayaan serta 

mendorong pemanfaatan teknologi dalam 

pengelolaan koleksi, pencatatan, inventarisasi, 

dan penyampaian informasi kepada 

masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi 

museum merupakan bagian integral dari 

kebijakan nasional di bidang permuseuman 

(Kemendikbudristek, 2022). 

Dalam kajian museum dan warisan 

budaya, digitalisasi berkembang melalui 

beberapa tahap, yaitu digitization, 

digitalization, dan digital transformation. 

Digitization merujuk pada proses konversi 

fisik ke dalam format digital, sedangkan 

digitalization berkaitan dengan penggunaan 

koleksi digital tersebut dalam proses edukasi, 

pameran, dan layanan informasi. Digital 

transformation mencakup perubahan yang 

lebih luas, yaitu bagaimana teknologi digital 

mengubah struktur organisasi, budaya kerja, 

dan hubungan antara museum dan masyarakat 

(Liao et al., 2020). Digitalisasi museum 

merupakan bagian dari transformasi institusi 

budaya dalam menjawab perkembangan 

teknologi dan kebutuhan masyarakat modern 

(Arumsari et al., 2023) (Mergel et al., 2019; 

Vial, 2019). 

Kajian mengenai digitalisasi museum 

telah banyak dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu. Penelitian oleh (Tsabita et al., 

2021) menggarisbawahi inovasi layanan 

digital museum selama masa pandemi, 

sementara (Sitepu & Atiqah, 2022) 

mengevaluasi peningkatan kepuasan 

pengunjung di Museum Sonobudoyo. Di 

tingkat lokal, Puspasari & Marnisah (2019) 

meneliti penerapan e-Museum di Museum dr. 

A.K. Gani Palembang. Namun demikian, 

mayoritas studi terdahulu cenderung berfokus 

pada efektivitas penerapan teknologi (teknis-

aplikatif) dan respons pengunjung. Masih 

terdapat keterbatasan literatur (research gap) 

yang secara spesifik menganalisis bagaimana 

kebijakan digitalisasi diimplementasikan 

dalam konteks dinamika birokrasi dan 

kapasitas institusional museum daerah. 

Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang 

kosong tersebut dengan menganalisis 

digitalisasi museum bukan sekadar sebagai 

adopsi teknologi, melainkan sebagai proses 

implementasi kebijakan publik yang 

dipengaruhi oleh dimensi komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Li et 

al., 2024; Myrczik, 2020; Wang & Meng, 
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2024). 

Transformasi digital pada museum di 

Indonesia umumnya masih berada pada tahap 

awal dan lebih banyak berfokus pada 

digitalisasi arsip dan informasi koleksi 

(Indrayani, 2021). Seiring dengan 

perkembangan tersebut, museum di berbagai 

negara kini berada dalam fase yang disebut 

sebagai post-digital museum, yaitu kondisi 

ketika teknologi digital telah menjadi bagian 

yang normal dan terintegrasi dalam praktik 

kelembagaan dan pengalaman pengunjung 

(Nikolaou, 2024). Dalam fase ini, digitalisasi 

tidak lagi dipandang sebagai inovasi 

tambahan, melainkan sebagai elemen 

mendasar dalam penyelenggaraan fungsi 

museum, mulai dari pengelolaan koleksi 

hingga interaksi dengan pengunjung 

(Arumsari et al., 2023; Rusdi, 2024; Chunlan 

et al., 2025). 

Meskipun demikian, penelitian 

menunjukkan bahwa transformasi digital 

museum tidak selalu berjalan secara 

berkelanjutan. Banyak museum menghadapi 

keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, 

pendanaan, serta kapasitas organisasi untuk 

mengelola teknologi digital secara strategis. 

Akibatnya, teknologi sering kali digunakan 

secara parsial dan tidak terintegrasi dengan 

visi dan kebijakan institusi (Nikolaou, 2024). 

Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan 

digitalisasi museum tidak hanya ditentukan 

oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh 

kualitas implementasi kebijakan (Agostino & 

Costantini, 2022; Nikolaou, 2024; Nespeca & 

Capodaglio, 2026). 

Di Indonesia, urgensi digitalisasi museum 

semakin menguat terutama sejak masa 

pandemi Covid-19. Ketika museum harus 

menutup layanan fisik, banyak institusi 

mengembangkan inovasi layanan digital 

seperti virtual tour, webinar, pameran daring, 

aplikasi museum, dan pemanfaatan media 

sosial untuk tetap menjalankan fungsi edukasi 

dan rekreasi (Mergel et al., 2019). Digitalisasi 

memungkinkan museum untuk tetap 

menjangkau masyarakat meskipun terdapat 

pembatasan aktivitas tatap muka (Tsabita et 

al., 2021; Larkin et al., 2023; Bonel et al., 

2023; Ginzarly & Srour, 2022; King et al., 

2021). 

Berbagai penelitian juga menunjukkan 

bahwa digitalisasi mampu meningkatkan 

kualitas pengalaman pengunjung. Penggunaan 

virtual reality, augmented reality, aplikasi 

museum, dan website memungkinkan 

pengunjung mengakses informasi koleksi 

dengan lebih mudah, interaktif, dan menarik 

(Tangi et al., 2021). Dengan demikian, 

digitalisasi berpotensi meningkatkan dimensi 

aksesibilitas, kenyamanan, dan kepuasan 

dalam pelayanan publik museum (Putra et al., 

2024; Hijazi & Baharin, 2022; Zhou et al., 

2022; Innocente et al., 2023; Saithong & 

Yoddee, 2026). 

Bukti empiris mengenai dampak positif 

digitalisasi dapat dilihat pada Museum 

Sonobudoyo Yogyakarta. Penerapan 

digitalisasi pada koleksi dan fasilitas 

informasi meningkatkan tingkat kepuasan 

pengunjung hingga 96% serta menaikkan 

jumlah kunjungan lebih dari 50% setelah 

penerapan teknologi digital (Sitepu & Atiwah, 

2022). Temuan ini menunjukkan bahwa 

digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai 

sarana penyajian informasi, tetapi juga 

sebagai instrumen peningkatan kualitas 

pelayanan dan daya tarik museum (Sitepu & 

Atiqah, 2022; Rizal & Saari, 2026; Meng & 

Dolah, 2025). 

Namun, penelitian yang sama juga 

mengungkap adanya keterbatasan dalam 

implementasi digitalisasi, seperti keterbatasan 

ruang, biaya pemeliharaan teknologi, dan 

belum meratanya akses bagi kelompok 

tertentu, termasuk pengunjung disabilitas 

(Sitepu & Atiwah, 2022). Hal ini 

mengindikasikan bahwa digitalisasi museum 

memerlukan dukungan kebijakan dan 

manajemen yang matang agar dapat berjalan 

secara berkelanjutan dan inklusif (Djatmiko et 

al., 2025; Baihaqie & Sudrajat, 2025; Umutlu 
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& Zonah, 2025; Del Bianco et al., 2026; Hao 

et al., 2026). 

Di Kota Palembang, penerapan 

digitalisasi museum telah dicoba melalui 

pengembangan e-Museum di Museum dr. 

A.K. Gani. Sistem ini memungkinkan 

pengelolaan dan penyajian koleksi secara 

digital, sehingga pengunjung dapat mengakses 

informasi tanpa harus menyentuh langsung 

benda koleksi yang rentan rusak (Puspasari & 

Marnisah, 2019). Digitalisasi ini juga 

meningkatkan minat berkunjung dan kualitas 

layanan museum (Puspasari & Marnisah, 

2019). 

Meskipun demikian, keberhasilan 

digitalisasi museum di satu institusi tidak 

serta-merta mencerminkan keberhasilan 

implementasi kebijakan secara menyeluruh. 

Banyak museum daerah masih menghadapi 

keterbatasan dalam pengelolaan koleksi, 

sistem informasi, dan sumber daya manusia, 

sehingga pemanfaatan teknologi digital belum 

optimal. Hal ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara tujuan kebijakan 

digitalisasi dan praktik implementasinya di 

lapangan (Booth et al., 2022) (Huang et al., 

2023; Stelmaszczyk et al., 2025). 

Dalam perspektif kebijakan publik, 

digitalisasi museum merupakan bagian dari 

upaya pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik melalui 

pemanfaatan teknologi. Namun, seperti 

ditunjukkan oleh berbagai kajian, 

keberhasilan kebijakan tersebut sangat 

ditentukan oleh faktor implementasi, seperti 

komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber 

daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi 

(Huang et al., 2023). Oleh karena itu, kajian 

implementasi kebijakan digitalisasi museum 

menjadi penting untuk memahami faktor-

faktor yang memengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan transformasi layanan museum 

(Park & Kudo, 2024; Tangi et al., 2021; Kou 

& Chen, 2025). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

implementasi kebijakan digitalisasi dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan Museum 

Negeri Sumatera Selatan. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan kebijakan digitalisasi 

museum di tingkat daerah serta menjadi 

referensi bagi upaya peningkatan kualitas 

pelayanan publik di sektor kebudayaan. 

 

2. Perspektif Teori 

Penelitian ini menggunakan perspektif 

implementasi kebijakan yang dikemukakan 

oleh George C. Edward III (1980) sebagai 

kerangka teori utama. Edward III menjelaskan 

bahwa keberhasilan atau kegagalan 

implementasi suatu kebijakan dipengaruhi 

oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, 

sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur 

birokrasi (Edward III, 1980). Kerangka ini 

relevan digunakan dalam penelitian mengenai 

implementasi kebijakan digitalisasi museum 

karena keberhasilan digitalisasi tidak hanya 

ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi 

juga oleh kemampuan organisasi dan 

pelaksana dalam menerjemahkan tujuan 

kebijakan ke dalam praktik pelayanan publik 

(Saputra et al., 2022). 

Dimensi pertama adalah komunikasi. 

Implementasi kebijakan membutuhkan 

komunikasi yang jelas, konsisten, dan 

berkelanjutan antara pembuat kebijakan, 

pelaksana kebijakan, dan masyarakat sebagai 

penerima layanan. Dalam konteks digitalisasi 

museum, komunikasi berkaitan dengan 

bagaimana tujuan, mekanisme, dan manfaat 

digitalisasi disampaikan kepada pegawai 

museum maupun pengunjung (Pribadi et al., 

2024). Dalam penelitian ini, kebijakan 

digitalisasi telah dikomunikasikan melalui 

koordinasi internal, media sosial, website, 

serta berbagai media informasi. Namun, 

komunikasi tersebut belum dilakukan secara 

intensif dan berkelanjutan sehingga 

pemahaman mengenai tujuan dan mekanisme 

digitalisasi belum merata di antara pegawai 
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maupun pengunjung (Sari & Yandra, 2023; 

Rodríguez Müller et al., 2021). 

Dimensi kedua adalah sumber daya. 

Implementasi kebijakan membutuhkan 

sumber daya manusia, anggaran, sarana 

prasarana, serta kemampuan teknis yang 

memadai. Dalam pelaksanaan digitalisasi 

museum, sumber daya menjadi aspek penting 

karena proses digitalisasi membutuhkan 

pegawai yang memiliki kompetensi teknologi 

informasi serta dukungan anggaran dan 

fasilitas teknologi. Penelitian menunjukkan 

bahwa keterbatasan sumber daya manusia 

yang memiliki kompetensi teknologi 

informasi dan keterbatasan anggaran menjadi 

hambatan utama dalam implementasi 

kebijakan. Digitalisasi bahkan masih 

bergantung pada individu tertentu yang 

memiliki kemampuan teknis sehingga belum 

sepenuhnya terlembaga dalam sistem 

organisasi museum (Rifai et al., 2024) (Syed 

et al., 2023). 

Dimensi ketiga adalah disposisi 

pelaksana. Disposisi berkaitan dengan sikap, 

komitmen, dan kemauan pelaksana dalam 

menjalankan kebijakan. Sikap positif dari 

pelaksana dapat mendukung keberhasilan 

implementasi, sedangkan rendahnya kesiapan 

dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

kebijakan (Wargadinata & Tendean, 2024). 

Dalam penelitian ini, pegawai museum secara 

umum menunjukkan sikap positif terhadap 

digitalisasi karena dipandang sebagai inovasi 

yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

dan memperluas akses masyarakat terhadap 

informasi. Namun, sikap positif tersebut 

belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan 

teknis dan kemampuan adaptasi terhadap 

perubahan sistem kerja. Keterbatasan 

pelatihan dan kemampuan teknis 

menyebabkan pelaksanaan digitalisasi belum 

berjalan secara konsisten. 

Dimensi keempat adalah struktur 

birokrasi. Struktur birokrasi berkaitan dengan 

pembagian tugas, kewenangan, mekanisme 

kerja, serta koordinasi antarunit dalam 

melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi 

yang jelas dan terkoordinasi diperlukan agar 

implementasi kebijakan dapat berjalan secara 

efektif (Yufendra et al., 2024). Dalam konteks 

digitalisasi museum, penelitian menemukan 

bahwa pembagian peran dan kewenangan 

dalam pengelolaan layanan digital belum 

dirumuskan secara jelas dan terstruktur. 

Koordinasi antarunit juga masih bersifat 

sektoral sehingga proses pengambilan 

keputusan terkait pengembangan layanan 

digital cenderung berjalan lambat. Kondisi 

tersebut menyebabkan digitalisasi belum 

sepenuhnya menjadi bagian integral dari 

sistem pelayanan museum (Pribadi et al., 

2024; Islam et al., 2024). 

Keempat dimensi tersebut saling 

berkaitan dalam menjelaskan implementasi 

kebijakan digitalisasi museum. Komunikasi 

diperlukan untuk membangun pemahaman 

yang sama mengenai kebijakan, sumber daya 

menyediakan kapasitas yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan kebijakan, disposisi 

pelaksana menunjukkan sikap dan kesiapan 

pelaksana, sedangkan struktur birokrasi 

menyediakan mekanisme organisasi dalam 

menjalankan kebijakan. Dengan demikian, 

teori Edward III memungkinkan penelitian 

untuk melihat digitalisasi bukan hanya sebagai 

penerapan teknologi, tetapi sebagai suatu 

proses implementasi kebijakan yang 

dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, sumber 

daya manusia, anggaran, sikap pelaksana, 

serta mekanisme birokrasi (Escobar et al., 

2023; Novianto, 2023). 

Selain teori Edward III, penelitian ini juga 

merujuk pada perspektif William N. Dunn 

(2003) mengenai analisis kebijakan publik. 

Dunn memandang bahwa analisis kebijakan 

tidak hanya berkaitan dengan proses 

perumusan kebijakan, tetapi juga mencakup 

pelaksanaan dan dampak kebijakan dalam 

konteks nyata (Dunn, 2003). Perspektif 

tersebut digunakan sebagai penguat untuk 

menempatkan kebijakan digitalisasi museum 

dalam proses kebijakan publik yang lebih luas, 
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khususnya dalam kaitannya dengan tujuan 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. 

Penelitian ini mengintegrasikan dua 

pendekatan teoretis utama, yaitu Model 

Implementasi Kebijakan George C. Edward 

III (1980) dan Analisis Kebijakan Publik 

William N. Dunn (2003). Model Edward III 

menyediakan kerangka mikro-organisasional 

yang membedah empat variabel penentu 

implementasi: komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara 

itu, perspektif Dunn memberikan pijakan 

makro untuk mengevaluasi bagaimana kinerja 

implementasi tersebut memberikan dampak 

riil (policy performance) terhadap efektivitas 

dan kualitas pelayanan publik. Integrasi kedua 

teori ini memperkuat basis teoretis dalam 

menjawab research gap, yaitu dengan 

menghubungkan kendala internal birokrasi 

(perspektif Edward III) dengan pencapaian 

tujuan pelayanan publik di sektor kebudayaan 

(perspektif Dunn) (Yandra et al., 2020). 

 

3. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian 

ini bertujuan untuk memahami secara 

mendalam proses implementasi kebijakan 

digitalisasi dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di Museum Negeri Sumatera 

Selatan berdasarkan kondisi empiris yang 

terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan secara 

sistematis fakta, karakteristik, serta fenomena 

yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan 

digitalisasi museum sebagaimana adanya 

(Sugiyono, 2019). 

Penelitian kualitatif menempatkan 

peneliti sebagai instrumen utama dalam 

pengumpulan dan analisis data, dengan 

menekankan pada pemahaman makna, proses, 

dan konteks sosial dari objek yang diteliti 

(Moleong, 2018). Oleh karena itu, penelitian 

ini tidak berorientasi pada pengukuran 

kuantitatif, melainkan pada penjelasan 

mendalam mengenai bagaimana kebijakan 

digitalisasi museum diimplementasikan serta 

faktor-faktor yang memengaruhi 

pelaksanaannya. 

Analisis penelitian ini menggunakan 

kerangka implementasi kebijakan publik yang 

dikemukakan oleh George C. Edward III. 

Model ini menekankan bahwa keberhasilan 

atau kegagalan suatu kebijakan sangat 

dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi 

pelaksana, dan struktur birokrasi (Edward III, 

1980). Keempat variabel tersebut digunakan 

sebagai dimensi analisis utama untuk menilai 

implementasi kebijakan digitalisasi museum 

serta kaitannya dengan peningkatan kualitas 

pelayanan publik di Museum Negeri Sumatera 

Selatan. 

Selain itu, penelitian ini juga merujuk 

pada pandangan William N. Dunn yang 

menyatakan bahwa analisis kebijakan publik 

tidak hanya berfokus pada tahap perumusan 

kebijakan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan 

dan dampak kebijakan dalam konteks nyata 

(Dunn, 2003). Pandangan ini digunakan 

sebagai penguat metodologis untuk 

memahami implementasi kebijakan 

digitalisasi museum sebagai bagian dari 

proses kebijakan publik yang bertujuan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Lokasi penelitian adalah Museum Negeri 

Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa 

museum tersebut merupakan museum daerah 

yang memiliki fungsi pelayanan publik di 

bidang edukasi, informasi, dan rekreasi 

budaya, serta berada dalam konteks tuntutan 

transformasi digital pelayanan publik. Selain 

itu, Museum Negeri Sumatera Selatan juga 

telah dan sedang melakukan upaya 

pengembangan layanan berbasis teknologi, 

sehingga relevan untuk dikaji dari perspektif 

implementasi kebijakan digitalisasi. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri 

atas data primer dan data sekunder. Data 
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primer diperoleh melalui observasi langsung 

di Museum Negeri Sumatera Selatan untuk 

mengamati bentuk layanan digital, 

pemanfaatan teknologi informasi dalam 

penyajian koleksi, serta interaksi antara 

pengunjung dan sistem pelayanan museum. 

Data sekunder diperoleh melalui studi 

dokumentasi terhadap peraturan perundang-

undangan, kebijakan pemerintah, artikel 

jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lain 

yang relevan dengan digitalisasi museum dan 

pelayanan publik. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, studi dokumentasi, dan 

studi literatur. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis menggunakan teknik analisis 

kualitatif deskriptif yang meliputi tahapan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Analisis difokuskan pada empat 

dimensi implementasi kebijakan menurut 

Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. 

Untuk menjaga keandalan dan validitas 

temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi 

sumber dengan membandingkan data hasil 

observasi, dokumentasi kebijakan, dan 

temuan penelitian terdahulu. Penggunaan 

rujukan metodologis dan kerangka analisis 

yang konsisten juga dilakukan untuk 

memastikan bahwa hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kebijakan digitalisasi museum di Museum 

Negeri Sumatera Selatan telah mulai 

diimplementasikan sebagai bagian dari upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Digitalisasi diwujudkan melalui 

pengembangan layanan berbasis teknologi 

informasi, antara lain penyediaan informasi 

koleksi secara digital, pemanfaatan media 

sosial dan website sebagai sarana informasi 

dan edukasi, serta penggunaan teknologi 

pendukung dalam kegiatan publikasi dan 

pelayanan pengunjung. Temuan ini 

menunjukkan adanya upaya adaptasi institusi 

museum terhadap tuntutan transformasi 

digital dalam pelayanan publik di sektor 

kebudayaan. 

Berdasarkan hasil observasi dan studi 

dokumentasi, implementasi kebijakan 

digitalisasi museum belum berjalan secara 

optimal dan merata di seluruh aspek 

pelayanan. Digitalisasi masih lebih dominan 

pada fungsi penyampaian informasi dan 

promosi museum, sementara pada aspek 

pengelolaan internal, pencatatan koleksi, serta 

integrasi sistem pelayanan, penerapan 

teknologi masih terbatas. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa digitalisasi museum 

masih berada pada tahap awal dan belum 

sepenuhnya terintegrasi dalam sistem 

pelayanan museum secara menyeluruh. 

Analisis hasil penelitian dilakukan 

menggunakan kerangka implementasi 

kebijakan George C. Edward III yang 

mencakup empat dimensi utama, yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi 

pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat 

dimensi tersebut menunjukkan tingkat capaian 

implementasi yang berbeda dan secara 

langsung memengaruhi efektivitas kebijakan 

digitalisasi museum. 

Secara umum, dimensi komunikasi 

menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi 

telah dikomunikasikan melalui berbagai 

saluran, baik kepada pegawai museum 

maupun kepada masyarakat. Namun, 

intensitas dan konsistensi komunikasi 

kebijakan masih terbatas sehingga 

pemahaman terhadap tujuan dan mekanisme 

digitalisasi belum sepenuhnya merata. Pada 

dimensi sumber daya, ditemukan keterbatasan 

sumber daya manusia berkompetensi 

teknologi serta keterbatasan anggaran dan 

sarana pendukung. Dimensi disposisi 

pelaksana menunjukkan sikap yang relatif 

positif terhadap digitalisasi, meskipun belum 

diiringi kesiapan teknis yang memadai. 

Sementara itu, dimensi struktur birokrasi 
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menunjukkan bahwa pembagian peran dan 

koordinasi antarunit kerja dalam pengelolaan 

layanan digital belum terstruktur secara 

optimal. 

Untuk memberikan gambaran yang 

sistematis mengenai efektivitas implementasi 

kebijakan digitalisasi di Museum Negeri 

Sumatera Selatan, penelitian ini memetakan 

temuan lapangan ke dalam empat dimensi 

Edward III. Tabel 1 berikut menyajikan 

ringkasan indikator capaian, bukti empiris di 

lapangan, serta hambatan utama yang 

ditemukan selama proses pengamatan dan 

analisis dokumen. 

 
Tabel 1. Ringkasan Hasil Implementasi Kebijakan Digitalisasi Museum Berdasarkan Dimensi Edward III 

No. Dimensi 

Implementasi 

Indikator 

Capaian 

Bukti Empiris di 

Lapangan 

Hambata Utama 

1. Komunikasi Kejelasan & 

Konsistensi 

Informasi 

Publikasi melalui 

media sosial dan 

situs web resmi 

Sosialisasi internal belum 

berkelanjutan; pemahaman staf & 

pengunjung tidak merata 

2. Sumber Daya Kapasitas SDM, 

Anggaran, & 

Infrastruktur 

Tersedianya 

perangkat awal 

penyampaian 

informasi digital 

Keterbatasan SDM ahli IT; anggaran 

pemeliharaan terbatas; 

ketergantungan pada personil tertentu 

3. Disposisi 

Pelaksana 

Komitmen & 

Kesiapan Teknis 

Staf 

Sikap positif staf 

terhadap inovasi 

pelayanan digital 

Kesiapan teknis dan keterampilan 

operasional staf belum merata 

4. Struktur 

Birokrasi 

Kejelasan Tugas & 

Koordinasi Inter-

unit 

Pelaksanaan fungsi 

promosi digital oleh 

unit terkait 

Pembagian peran belum terstruktur 

formal (SOP khusus digitalisasi 

belum ada); koordinasi bersifat 

sektoral 

 

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 1 di 

atas, terlihat bahwa implementasi kebijakan 

digitalisasi di Museum Negeri Sumatera 

Selatan telah berjalan, namun efektivitasnya 

pada setiap dimensi masih bervariasi. 

Pada dimensi komunikasi, keberhasilan 

telah ditunjukkan melalui ketersediaan saluran 

publikasi eksternal seperti media sosial dan 

situs web resmi. Kendati demikian, 

komunikasi kebijakan secara internal belum 

dilakukan secara berkelanjutan, yang 

mengakibatkan pemahaman mengenai arah 

strategis digitalisasi tidak merata di antara staf 

museum maupun pengunjung. 

Pada dimensi sumber daya, hambatan 

struktural yang paling dominan ditemukan 

pada keterbatasan kualifikasi sumber daya 

manusia di bidang teknologi informasi serta 

minimnya alokasi anggaran khusus untuk 

pemeliharaan infrastruktur digital. Kondisi ini 

memicu ketergantungan operasional pada 

individu tertentu (person-dependent), yang 

berisiko mengganggu keberlanjutan layanan 

digital. 

Sementara itu, pada dimensi disposisi 

pelaksana, pegawai museum pada dasarnya 

memiliki komitmen dan sikap yang positif 

terhadap inovasi digitalisasi. Namun, potensi 

ini belum terealisasi secara optimal karena 

keterbatasan keterampilan teknis operasional 

yang dimiliki sebagian besar staf. 

Terakhir, pada dimensi struktur birokrasi, 

tata kelola digitalisasi museum masih 

terkendala oleh belum tersedianya Prosedur 

Operasional Standar (SOP) khusus serta tata 

hubungan kerja inter-unit yang masih bersifat 

sektoral. Pembagian peran yang belum 

terstruktur secara formal ini menyebabkan 

koordinasi pelaksanaan dan pengambilan 

keputusan terkait pengembangan layanan 

digital cenderung lambat. 

Secara keseluruhan, data dalam Tabel 1 

mengindikasikan bahwa kunci optimalisasi 

kebijakan digitalisasi museum tidak hanya 
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terletak pada pengadaan teknologi semata, 

melainkan pada penguatan kapasitas sumber 

daya internal dan penataan struktur birokrasi 

yang adaptif. 

 

Pembahasan 

Pembahasan ini menganalisis 

implementasi kebijakan digitalisasi museum 

di Museum Negeri Sumatera Selatan dengan 

menggunakan kerangka implementasi 

kebijakan George C. Edward III. Analisis 

dilakukan secara proporsional berdasarkan 

temuan lapangan, sehingga setiap dimensi 

dibahas dengan kedalaman yang berbeda 

sesuai dengan tingkat dominasi permasalahan 

yang muncul. Pendekatan ini dimaksudkan 

agar pembahasan mencerminkan kondisi 

empiris yang nyata dan tidak bersifat seragam 

secara artifisial. 

Aspek komunikasi menjadi titik awal 

dalam memahami bagaimana kebijakan 

digitalisasi museum dijalankan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kebijakan 

digitalisasi telah dikomunikasikan melalui 

berbagai saluran, baik secara internal kepada 

pegawai museum maupun secara eksternal 

kepada masyarakat. Media sosial, website 

resmi museum, serta media informasi di 

lingkungan museum digunakan sebagai sarana 

penyampaian informasi mengenai layanan 

digital. Selain itu, komunikasi internal 

dilakukan melalui koordinasi kerja dan arahan 

pimpinan kepada pegawai museum, yang 

menunjukkan adanya upaya struktural untuk 

menyampaikan kebijakan kepada para 

pelaksana (O’Hagan, 2022; Hu & Kidd, 2024; 

Liew, 2014; Russo & Watkins, 2008). 

Meskipun demikian, komunikasi 

kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan 

secara efektif. Sosialisasi kebijakan 

digitalisasi masih bersifat terbatas dan belum 

dilakukan secara berkelanjutan, sehingga 

pemahaman pegawai terhadap tujuan strategis 

digitalisasi museum belum merata. Sebagian 

pegawai memaknai digitalisasi sebatas 

sebagai kegiatan publikasi atau pemanfaatan 

media sosial, tanpa memahami digitalisasi 

sebagai proses transformasi sistem pelayanan 

museum secara menyeluruh. Di sisi lain, tidak 

semua pengunjung mengetahui atau 

memanfaatkan layanan digital yang tersedia. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi 

kebijakan belum sepenuhnya mampu 

membangun kesamaan pemahaman antara 

perumus kebijakan, pelaksana, dan pengguna 

layanan sebagaimana ditekankan dalam teori 

implementasi kebijakan Edward III. Temuan 

ini sejalan dengan penelitian tentang 

digitalisasi informasi di museum lain yang 

menunjukkan bahwa media digital lebih 

banyak dimanfaatkan sebagai sarana 

komunikasi dan penyampaian informasi 

kepada pengunjung (Ahsin et al., 2025) 

(Wilkin et al., 2025; Arnaboldi & Diaz Lema, 

2022). 

Permasalahan yang paling dominan 

dalam implementasi kebijakan digitalisasi 

museum ditemukan pada aspek sumber daya. 

Keterbatasan sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi teknologi informasi 

menjadi hambatan utama dalam pengelolaan 

dan pengembangan layanan digital (Agostino 

& Costantini, 2022). Digitalisasi museum 

masih sangat bergantung pada individu 

tertentu yang memiliki kemampuan teknis, 

sehingga pengelolaan sistem digital belum 

terlembagakan secara institusional. 

Ketergantungan ini membatasi ruang inovasi 

sekaligus menimbulkan risiko terhadap 

keberlanjutan kebijakan apabila terjadi 

perubahan personel atau peningkatan beban 

kerja. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa pengembangan layanan digital 

museum membutuhkan dukungan sumber 

daya teknologi dan kompetensi teknis yang 

memadai agar dapat diimplementasikan 

secara optimal (Putra et al., 2024). 

Selain keterbatasan sumber daya 

manusia, dukungan anggaran juga menjadi 

faktor krusial dalam implementasi kebijakan 

digitalisasi museum. Pengembangan dan 

pemeliharaan sarana prasarana digital 
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memerlukan alokasi anggaran yang memadai 

dan berkelanjutan. Namun, keterbatasan 

anggaran menyebabkan implementasi 

digitalisasi dilakukan secara bertahap dan 

belum mencakup seluruh aspek pelayanan 

museum. Digitalisasi lebih banyak difokuskan 

pada aspek yang bersifat informatif dan visual, 

sementara penguatan sistem internal dan 

integrasi layanan belum menjadi prioritas 

utama (Sonhaji et al., 2024). 

Kondisi keterbatasan sumber daya ini 

sejalan dengan temuan berbagai penelitian 

terdahulu mengenai digitalisasi museum di 

Indonesia yang menunjukkan bahwa 

transformasi digital sering kali terhambat oleh 

minimnya dukungan sumber daya 

institusional (Li et al., 2024). Dalam kerangka 

Edward III, sumber daya merupakan variabel 

kunci yang menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan. Oleh karena itu, 

keterbatasan sumber daya di Museum Negeri 

Sumatera Selatan menjadi faktor struktural 

utama yang menjelaskan mengapa kebijakan 

digitalisasi belum memberikan dampak 

optimal terhadap peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 

Selain sumber daya, sikap dan komitmen 

pelaksana kebijakan juga turut memengaruhi 

implementasi kebijakan digitalisasi museum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

umum pegawai museum memiliki sikap yang 

cukup positif terhadap kebijakan digitalisasi. 

Digitalisasi dipersepsikan sebagai inovasi 

yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan, 

memperluas akses informasi, serta 

memperbaiki citra museum di mata 

masyarakat. Sikap positif ini menjadi modal 

awal yang penting dalam mendorong 

implementasi kebijakan. Penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa sikap pelaksana menjadi 

faktor penting dalam mendorong inovasi 

layanan museum, terutama dalam situasi 

perubahan dan keterbatasan (Tsabita et al., 

2021). 

Namun, sikap positif tersebut belum 

sepenuhnya diiringi oleh kesiapan teknis dan 

kemampuan adaptasi terhadap perubahan 

sistem kerja. Masih terdapat keraguan dalam 

mengoperasikan teknologi digital, yang lebih 

disebabkan oleh keterbatasan kapasitas teknis 

dan minimnya pelatihan dibandingkan dengan 

penolakan terhadap kebijakan itu sendiri. 

Dalam perspektif Edward III, disposisi 

pelaksana yang belum sepenuhnya siap dapat 

memperlambat implementasi kebijakan 

meskipun kebijakan tersebut diterima secara 

normatif. 

Aspek struktur birokrasi juga memainkan 

peranan penting dalam implementasi 

kebijakan digitalisasi museum. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan digitalisasi melibatkan berbagai 

unit kerja dan aktor, baik di tingkat museum 

maupun pemerintah daerah. Namun, 

pembagian peran dan kewenangan dalam 

pengelolaan layanan digital belum 

dirumuskan secara jelas dan terstruktur (Park 

& Kudo, 2024). Tidak adanya mekanisme 

kerja yang baku menyebabkan digitalisasi 

belum menjadi bagian integral dari sistem 

pelayanan museum. 

Koordinasi antar unit kerja masih bersifat 

sektoral, sehingga proses pengambilan 

keputusan terkait pengembangan layanan 

digital cenderung berjalan lambat. Struktur 

birokrasi yang belum adaptif ini membatasi 

fleksibilitas organisasi dalam menjawab 

perkembangan teknologi dan kebutuhan 

masyarakat (Stelmaszczyk et al., 2025). 

Edward III menegaskan bahwa struktur 

birokrasi yang jelas dan fleksibel sangat 

diperlukan untuk mendukung implementasi 

kebijakan. Oleh karena itu, kelemahan pada 

aspek struktur birokrasi menjadi salah satu 

faktor penting yang menjelaskan belum 

optimalnya implementasi kebijakan 

digitalisasi museum. 

Secara keseluruhan, pembahasan 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 

digitalisasi museum di Museum Negeri 

Sumatera Selatan telah berjalan dan memiliki 

potensi besar dalam meningkatkan kualitas 
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pelayanan publik. Namun, potensi tersebut 

belum sepenuhnya terealisasi karena berbagai 

kendala implementasi yang saling berkaitan. 

Berdasarkan temuan lapangan, aspek sumber 

daya dan struktur birokrasi merupakan faktor 

yang paling dominan, yang kemudian 

diperkuat oleh keterbatasan komunikasi 

kebijakan dan kesiapan pelaksana. Temuan ini 

menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi 

museum tidak hanya ditentukan oleh 

ketersediaan teknologi, tetapi sangat 

bergantung pada kesiapan organisasi, 

dukungan kebijakan, dan penguatan kapasitas 

institusional secara berkelanjutan. 

Transformasi digital museum di tingkat 

nasional menunjukkan bahwa keberhasilan 

digitalisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan 

kelembagaan dan kebijakan yang terintegrasi 

(Rusdi, 2024). 

Jika dikaitkan dengan kerangka normatif, 

temuan penelitian ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara arah kebijakan nasional 

dan praktik implementasi di tingkat daerah. 

Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022 

secara tegas mengatur bahwa museum harus 

dikelola sebagai lembaga pelayanan publik 

yang profesional, adaptif, dan responsif 

terhadap perkembangan teknologi, termasuk 

dalam pengelolaan koleksi, pencatatan, 

inventarisasi, serta penyampaian informasi 

kepada masyarakat. Regulasi ini 

menempatkan digitalisasi bukan sekadar 

sebagai inovasi tambahan, melainkan sebagai 

bagian integral dari tata kelola museum yang 

modern. 

Namun, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi kebijakan digitalisasi di 

Museum Negeri Sumatera Selatan belum 

sepenuhnya selaras dengan ketentuan tersebut. 

Digitalisasi masih cenderung dipahami 

sebagai aktivitas pendukung, terutama pada 

aspek publikasi dan penyampaian informasi, 

dan belum terintegrasi secara menyeluruh 

dalam sistem pengelolaan dan pelayanan 

museum. Kesenjangan ini terutama 

dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, 

struktur birokrasi yang belum adaptif, serta 

komunikasi kebijakan yang belum konsisten, 

sebagaimana tercermin dalam analisis 

berdasarkan dimensi implementasi kebijakan 

George C. Edward III. 

Dengan demikian, temuan penelitian ini 

menegaskan bahwa tantangan utama 

implementasi kebijakan digitalisasi museum 

bukan terletak pada ketiadaan regulasi, 

melainkan pada kapasitas organisasi dalam 

menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam 

praktik pelayanan publik. Permendikbudristek 

Nomor 24 Tahun 2022 telah menyediakan 

kerangka kebijakan yang cukup 

komprehensif, namun efektivitasnya sangat 

bergantung pada kesiapan sumber daya, 

kejelasan struktur birokrasi, serta komitmen 

pelaksana kebijakan di tingkat institusi 

museum. Oleh karena itu, penguatan 

implementasi kebijakan digitalisasi museum 

perlu dipahami sebagai proses kelembagaan 

yang berkelanjutan, bukan sekadar penerapan 

teknologi semata. 

 

 

5. Simpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

kebijakan digitalisasi museum di Museum 

Negeri Sumatera Selatan telah mulai 

diimplementasikan sebagai bagian dari upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Implementasi tersebut tercermin dalam 

pemanfaatan teknologi informasi untuk 

penyampaian informasi, publikasi, dan 

sebagian layanan museum. Namun, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan digitalisasi belum berjalan secara 

optimal dan menyeluruh, sehingga 

dampaknya terhadap peningkatan kualitas 

pelayanan publik masih relatif terbatas. 

Berdasarkan analisis menggunakan 

kerangka implementasi kebijakan George C. 

Edward III, ditemukan bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan digitalisasi museum 

dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi 
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pelaksana, dan struktur birokrasi. Di antara 

keempat dimensi tersebut, keterbatasan 

sumber daya dan struktur birokrasi menjadi 

faktor yang paling dominan menghambat 

implementasi kebijakan. Keterbatasan sumber 

daya manusia yang memiliki kompetensi 

teknologi informasi, dukungan anggaran yang 

belum memadai, serta belum terintegrasinya 

mekanisme kerja dan koordinasi antar unit 

kerja menyebabkan digitalisasi museum 

belum terlembagakan secara optimal dalam 

sistem pelayanan publik. Sementara itu, 

komunikasi kebijakan dan disposisi pelaksana 

menunjukkan kecenderungan positif, namun 

belum sepenuhnya mampu mendorong 

implementasi kebijakan secara efektif 

(Tsabita et al., 2021). 

Temuan penelitian ini juga menunjukkan 

adanya kesenjangan antara kebijakan nasional 

dan praktik implementasi di tingkat museum. 

Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022 

telah memberikan landasan normatif yang 

jelas mengenai pengelolaan museum dan 

pemanfaatan teknologi dalam pelayanan 

publik, namun penerapannya di Museum 

Negeri Sumatera Selatan masih menghadapi 

berbagai kendala kelembagaan. Hal ini 

menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi 

museum tidak hanya ditentukan oleh 

keberadaan regulasi dan teknologi, tetapi 

sangat bergantung pada kesiapan organisasi 

dan kapasitas institusional dalam 

menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik 

pelayanan publik. 

Berdasarkan hasil temuan dan analisis 

tersebut, penelitian ini merekomendasikan 

perlunya penguatan sumber daya pendukung 

digitalisasi museum, terutama pada aspek 

sumber daya manusia dan anggaran. 

Penguatan kapasitas pegawai melalui 

pelatihan teknologi informasi yang 

berkelanjutan menjadi penting agar 

digitalisasi tidak bergantung pada individu 

tertentu, melainkan terlembagakan dalam 

sistem kerja museum. Selain itu, diperlukan 

dukungan anggaran yang lebih terencana dan 

berkelanjutan untuk pengembangan serta 

pemeliharaan sarana prasarana digital sesuai 

dengan amanat Permendikbudristek Nomor 

24 Tahun 2022. 

Selain penguatan sumber daya, penataan 

struktur birokrasi dan mekanisme kerja yang 

mendukung digitalisasi museum juga perlu 

dilakukan secara lebih sistematis. Kejelasaan 

pembagian peran dan kewenangan antar unit 

kerja dalam pengelolaan layanan digital 

diperlukan agar digitalisasi menjadi bagian 

integral dari tata kelola museum. Struktur 

birokrasi yang lebih adaptif dan koordinatif 

diharapkan dapat mempercepat proses 

pengambilan keputusan serta meningkatkan 

responsivitas museum terhadap kebutuhan 

pelayanan publik berbasis digital. 

Rekomendasi selanjutnya adalah 

penguatan komunikasi dan internalisasi 

kebijakan digitalisasi museum kepada seluruh 

pelaksana dan pengguna layanan. Sosialisasi 

kebijakan digitalisasi perlu dilakukan secara 

lebih intensif dan berkelanjutan, tidak hanya 

untuk memperkenalkan teknologi yang 

digunakan, tetapi juga untuk membangun 

pemahaman bersama mengenai tujuan dan 

manfaat digitalisasi sebagai bagian dari 

peningkatan kualitas pelayanan publik 

museum. Komunikasi kebijakan yang efektif 

akan membantu menyelaraskan arah 

kebijakan nasional dengan praktik 

implementasi di tingkat museum. 
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